
PERATURAN DAERAII KOTA MACELANG 
NOMOR 6 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2007 

Menimbang 

Mcngingat 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

a. bahwa sehubungan dengan pcrkcmbangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang mcnyebabkan pergeseran 
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 
perubahan APBD tahun anggaran 2007; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2007; 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tcngah 
dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tcntang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 4 J, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia omor 368~) 
sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undnng Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik lnd?nesia T~hun 2000 Nomor 246, 
Tamhahan Lembarnn Negara Republlk Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undnng Nomor 21 Tuhun 1997 tentnng Ben Perolehnn Hnk Atas 
Tanah clan Bangunan (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Talmn 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembnmn Negnm Republik Indonesia Nomor 

3688); 

5. Undang ... . ..... . 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan· 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Pcnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l 08, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan . .. ... . . .. 
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16. Pperaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
rotokoler da K . . p k' Jan 

c n euangan P1mpman dan Anggota Dewan crwa 1 

~;kyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
' T~mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 l 6) 

sebag~imana telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan 
Pemermtah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17- Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 _tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indoncs~a Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

26_ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

27. Peraturan ....... . 
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- 7. Pernturnn Pcmc . 
p I nntnh Nomor 3 Tnhun 2007 tcntang Lnporan \:nyc cnnu.nrnnn p . 
Ket" e-~ ' cmcnntnhnn Dncmh Kcpndu Pcmcrintah Laporan -.rnng, n Pcrtn , · ' 
J\:n nk'I R . nggunfi1nwnbn n Kcpaln Dncrnh Kepada Dewan 
Pcmcr· 

1

1
°11

1 nkynt Dncrnh, dnn lnformn i Lnpornn Pcnyclcnggnraan 
in° lfln Dncrnh K, d M R bl 'k Jndon • T c.:pn n nsynrnk::it (Lcmbnrnn Negara cpu 1 

Ir,do c ~n Nnhun 2007 omor 19, Tnmbahnn Lembnran Negara Republik 
ncsrn omor 4693); 

2 
· ~c~ntt~rnn Dncrnh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pcndapatan dan 

c nnJa Dacrah Tahun Angguran 2007 (Lembarnn Daemh Kota Magelang 
Tahun 2007 omor 4 Seri A Nomor I). 

Dcngnn Per ctujunn Bcrsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA MAGELANG 
dnn 

\VALIKOTA IAGELANG 

IEMUTUSKA : 

Mcnetnpkan PERA TU RAN DAE RAIi KOTA MAGELANG TE TANG 
BELANJA PERUBAIIA A GGARAN PENDAPATAN DAN 

DAERAI-I TAHUN ANGGARAN 2007. 

Pnsnl I 

J\nggnrnn Pcndapntun dan Ilelanjn Daernh Talrnn Anggnran 2007 semula berjumlah 
Rp.343.571.235.000,- bcrtambah scjumlnh Rp.48 .959.636.000,- schingga menjadi 
Rp.392.530.871.000 - dengnn rincian scbagni bcrikut : 

I . Pcndapatan Daernh 
a. Semuln Rp. 310.486.189.000,-
b. Bcrtnmbnh Rp. 5.389.1 I 5.000,· 

Jumloh Pendapntan setelah Perubnhnn 

2. Belanja Daerah 
Rp. 323.171.235.000,-

n. Semula 60 6"6 000 
b. Bertrunbah Rp. 28.3 · -' · .-

Jumlah Belanja setelnh Perubahan 
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan 

3. Pembiayaan 

a. Penerimann R . 76.355.567.000,-
l) Semula R~ 300.000.000.-
2) Bertambah · bahan 

Jumlnh Penerimaan setelall Peru 

b. Pengeluaran Rp. 20.400.000.000,-
1) Semula Rp 20.599 .000.000.-
2) Bertambah lah erubahan 

Jumlah Pengeluaran sete p 

. N tto setclah perubahan 
Jumlah Pembia~aan e aran setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan angg 

Rp. 315.875.304.000,-

Rp. 351.531.871.000.-(-) 
Rp. (35.656.567.000,-) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

76.655 .567.000,-

40. 999 .000.000.-

35.656.567.000,-
0,-

Pasal 2 ......... . 
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1•11s11l 2 

(1) Pendnpatnn Dncrnh idm ,1"1• 1, k . . . ~ g 1m111111 l 111111 ·sud dnl11111 1'11sul I tcrd1ri dnri : 
a. Pcndnpatnn nsh du rnh 

l) Scmuln Rp. 28.720.025.000,-
2) Bcrtnmb:th Rp. 2.249. 891.000,-
Jumlnh pcndnpntn11 us\i clm:rnh sctclah pcrubuhun llp. J0.969.916.000,-

b. Dann p ·rimbnngan 
I) Se1nuln 
2) Bertnmbnh 
.lumlnh dana pcrimbangnn 

Rp. 269.699.800.000,­
Rp. I. ~53.247 .000,­

ctclnh pcrubnlwn 

c. Lain-lain pcndapatan dacroh yang snh 
1) Scmuln Rp. \2 .066.364.000,-
2) Bertambah Rp. 1.685.977.000,-

Rp. 271.153 .047.000,-

Jumlah lain-loin pcndnpatan daernh yang snh sctclnh pcrubnhnn Rp. 13.752.341.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah scbagaimana dimaksud pada uyal (1) huruf n terdiri dari jcnis 
pendapatan: 
a. Pajak daerah 

1) Semula Rp. 4.265.286.000,-
2) Bertambah Rp. 16.000.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.281.286.000,-

b. Retribusi daerah 
1) Semula Rp. l 8.676.113.000,-
2) Bertarnbah Rp. 1.144.364.000,-
Jumlah retribusi dacrah setelah perubahan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. l.928.288.000,-
2) Bertambah Rp. 61. 941.000,-
Jumlah hasil pcngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
I) Semula Rp. 3.850.338.000,-
2) Bertambah Rp. 1.027.586.000,-
Jumlah Jain-lain pendapatan nsli dncroh yang snh 
setelah perubahan 

Rp 19.820.477.000,-

Rp 1.990.229.000,-

Rp. 4.877.924.000,-

(3) Dana perimbangan scbagnimann dimnksud pndn nyn1 (I) hmuf b tcrdiri clnri j1.:nis 

pendapatan: 

Rp. I 0.859.800.000,-
a. Dana bagi ha ii 

I ) Semula 
2) Bertambah Rp. 1.453 .2 17.000,-
Jumlah dana bagi basil setd nh pcrubnhn11 

b. Dana alokasi wnum 
l) Scmula Rp. 235 .9 17.000.000,-

2) Bertambnh I (berkurnng) Rp . O,­
Jumlah dana alokasi umum sctcluh perubnhnn 

Rp. 12.3 l J.0•t7 .000,-

Rp. 235 .917.000.000,-

c. Dann ... ....... . 

Dipindai denganCa mScan ner 
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c. Dana alokasi klmsus 
1) Semula 
2) Bertambah / (bcrkurang) Rp. 22.923.000.000 -
Jumlah dana nlokasi khusus Rp. o'.-

ctclnh pcrubnhnn llp. 22.923.000.000,-

(4) Lain-lain pendnpatan dncrnh 
1 dari jenis pendnpntan: yung sn 1 scbugaimuna dimuksud pudu ayat (I) huruf c terdiri 

a. Hibah 
l) Scmula R 
2) Bcrtnmbah / (berkurang) R~· 
Jumluh hibah setelah perubah"""-'an=--------= 

b. Dana darurat 
l) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 
Jumlah dana darurat setelah p.:....:c1:.i;:;·u.:......b_al_1a_n ____ _: 

c. Dana bagi hasil pajak 
l) Semula R 9 482 554 p. . . .000,-
2) Bertambah Rp 1.185.977.000.-
Jumlal1 dana bagi hasil pajak setelal1 perubahan 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) .:....:R=P~· _____ _ 
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan 

Rp 

Rp. 

Rp. 10.668.531.000,-

Rp. 

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
1) Semula Rp. 2.583.810.000,-
2) Bertambah Rp. 500.000.000.-
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah Rp. 3.083.810.000,-
dacrah lainnya setelah perubahan 

Pasal 3 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
I) Semula Rp. 168.941.416.000,-
2) Bertambah Rp. 4.573.894.000,-
Jumlah belanja tidak langsung setclnh pcrubnhnn Rp. 173.5 I 5.310.000,-

b. Belanja Langsung 
4 2

? 9 819 000 _ 
l) Semula Rp. I 5 · - ' . ' 
2) Bertambah Rp. 23.786.742.000.-
Jumlah bclanja 1angsung selelah perubnhnn Rp. l 78.016.56 1.000,-

(2) n 
1 

. 'l'"d k 
I 

sung· scbngnimnnn dimnksud pmln nynt (I) hurur a tt-r liri dari j t:nis 
uc anJa I a Jang 
bclanja: 
a. Bclanja pegawai I{> I 52 .047.287.000,-

l) Semula R' : (1 .5 10,7/N.000,-) 
2) Berkurang P b· l . wai scll.:luh pcru ,l HIii 
Jumlah bclanJa pega 

Rp. 150.536.498.000,-

b. Odnnjn ... . . .... . 

Dipi ndaidenga nCamScanne r 
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b. Belanja bunga 
1) Semula R 
2) Bertambah / (berkurang) R~: 
Jumlah belanja bunga sctclnh.:....:p~c..:..n_1b_n_h_ni_l -----= 

c. Bclanja subsidi 
1) Semula 
2) Rp. 

Bertambal~ / (bcrkurang) Rp. 
Jumlah b lrulJa subsidi setelal--1 """p-'-c1-·u-b-al-1a_n ___ __: 

d. Belanja hibah 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 
Jumlah belanja hibah setelahp ~ec.-:aru-'--ba_h_a_n ____ _ 

e. Belanja bantuan sosial 
1) Semula Rp. 9.636.091.000,-
2) Bertambah Rp. l .043 .564.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah pcrubahan 

f. Belanja bagi hasil 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) "'"R.._p'-. _____ _ 
Jumlah belanja bagi hasil setelah pembahan 

g. Belanja bantuan keuangan 
1) Semula Rp. 2.758.038.000,-
2) Bertambah Rp. 42.500.000.-
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan 

h. Belanja tidak terduga 
1) Semula Rp. 4.500.000.000,-
2) Bertambah Rp. 4.998.619.000.-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp I 0.679.655.000,-

Rp 

Rp. 2.800.538.000 -

Rp. 9.498.619.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b tcrdiri darijenis bdanja: 
a. Belanja pegawai 

l) Semula Rp. 22.360.476.000,-
2) Bertambah Rp. 727.774.000.-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 23 .088.250.000,-

b. Belanja barang dan jasa 
J) Semula Rp. 62.313 .522.000,-
2) Bertambah Rp. 13 .964.R0G.OOO,-
Jumlah belanja barang dan jasa sctclah pcrubuhnn Rp 76.278.328.000,-

c. 13elanja modal 
I) S I Rp. 69.555 .82 I .000,-

2) B
cmu ab h l{p 9.094 .162.000,-
crtam a - · 

Jumlah bclanja modal setduh per11buh;111 Rp. 78. 49.963 .000.-

Pasul 4 ..... ... . 
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Pnsal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana climaksud dnlnm Pasal I tcrdiri dari: 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 76.355.567.000,-
2) Bertambnh Rp. 300.000.000.-
Jumlah penerimann sctclnh pcrnbnhun Rp. 76.655.567.000,-

b. Pengelunmn 

1) Scmula Rp. 20.400.000.000,-
-) Bertmnbnh Rp. 20.599.000.000,-
Jumlnh p ngeluaran sctelah pembahan Rp 40.999.000.000,-

(-) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 

1) Semula Rp. 75.955.567.000,-
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0.-
Jumlah SiLPA tahun anggamn sebelumnya setelah perubahan Rp. 75.955.567.000,-

b. Pencairan dana cadangan 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) ;:...:R:.i:.P.:..._• _____ _ 
J umlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. . . -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang d1p1sahkan 
setelah perubahan 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) !.::R~P·=--------:--:­
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
I) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang)_ Rp. . . . 
Jumlah penerimaan kcmbah pembenan pmJaman 
setelah perubahan 

f. Penerimaan piutang daerah 
J) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) Rp. -
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubnhnn 

g. Penerimaan dana bergulir R 400.000.000,-
1) Semula RP· 100.000.000.-
2) Dertambah p. . I I 

. .1a,in bcrgulir sctclnh peni )fl um Jumlah penenmaan u c ' 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 700.000.000,-

(3) Pcngeluaran ...... .. 

Dipindai dcnganCamScanncr 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan dana cadangan 

1) Semula Rp. 20.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pembentukan dana cadangan ctclah pcrubahan Rp. 20.000.000.000,-

b. Penycrtaan modal (invcsta i) pcmerintah dacrah 
1) emula Rp. O -
-) Bertambah Rp. 20.299.000.000,-
Jumlah enyertaan modal (im estasi) daerah setclah perubahan Rp. 20.299.000.000,-

c. Pemba aran pokok utang 
l) Semula Rp. 
_) Bertambah / (berkurang) _R~p. _____ _ 

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo Rp. 
setelah perubahan 

d. Pemberian pinjaman daerah 
l) Semula Rp. 
2) Bertambah / (berkurang) _R_p~. _____ _ 
Jumlah pemberian pinjarnan daerah dan obligasi daerah Rp. 
setelah perubahan 

e. Pemberian dana bergulir 
1) Scrnula Rp. 400.000.000 -
2) Benambah Rp. 300.000.000.-
Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan Rp. 700.000.000,-

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

Lampiranl 
Lampiran TI 

Larnpiran m 

Lampiran JV 

Lampiran V 

Lampiran VI 
Lampiran VII 

Lampiran Vfll 

Lampiran TX 

Ringkasan Perubahan APBD; 
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah. 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah. 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pcmerintahan Daerah dan Fungsi Dalan1 
Kerangka Pengelolaan Kcuangan Negara; 
Daftar Pcrubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan P~r Jabntan; 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan 
Peraturan Daerah; 
Daftar Kegiatan-Kegintan Tahun Anggaran Sebelumn n yang Belwn 
Disclesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tnhun Anggnmn Ini; 
Oaftar pinjaman tlaerah tlan obligasi daerah. 

Pasal 6 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabnran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Oaerah sebagai landasan operasional pelaksanaan AP0D. 

Pasa l 7 ... .. ... . . 

Dipindai dcnganCam5canner 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalan1 Lembaran Daerah Kola Magelang. 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 26 Oktober 2007 

SEKRET ARIS DAERAH 
KO MAGELANG 

LEMBARAN DAE RAH KOT A MAGELANG, 
TAHUN 2007 NOMOR 8 
SERI A No 3 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 26 Oktober 2007 

WALIKOTA MAGELANG 

H. F AHRIY ANTO 

DipindaidenganCamScanner 


